LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGEKAT II KEBUMEN
NOMOR: 10 TAHUN 1996 SERI:D NOMOR:6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1
KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelan-
' caran penyelenggaraan pemerintahan,
' pembangunan dan pelayanan masyarakat

secara berdayaguna dan berhasilguna ser-
ta dalam rangka mewujudkan titik berat
Otonomi pada Daerah Tingkat II, khusus-
nya yang menyangkut bidang lalu lintas
dan angkutan Jjalan di Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen, maka perlu dibentuk

_ Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu

' Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa ..:.ccis e



Mengingat

b. bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1982
dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
61 Tahun 1993, maka Pembentuan Organisa-
si dan Tatakerja Dine= Lal: Lintas dan
Angkutan Jalan Kabu. .ern Tasrah Tingkat
II Kebumen perlu ditetaipkan dengan
Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3037) ; \

b
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 \

tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3487);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia\
Nomor 22 Tahun 1890 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
kepada Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II (Lembaran Negara Republik

Indonesia .........

\

\\




Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3410) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyeleng-
garaan Otonomi Daerah dengan titik berat

. pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3487) ;

6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan -
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun
1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pe-
merintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi
Dinas Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
.’ Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi
dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah Tingkat II ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

MEMUTUGSKAN : ...........




Menetapkan :

MEMUTUGSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
IT KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISA-
SI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KABUPATE' ~ AER": TINGKAT II
KEBUMEN .

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen ;

d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II Kebumen ;

e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -
adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen ;

f. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan -
Jalan adalah Kepala Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen ;




Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur -
pelaksana Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang melaksanakan sebagian tugas ope-
rasional ;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur -
pembantu yang berada di bawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen ;

Ibukota Kabupaten adalah Ibukota Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Kebumen.

BAB II
PEMBENTUIKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

(L

(2)

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOEK DAN FUNGSI
Pasal 3

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meru-
pakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
vang dibentuk berdasarkan penyerahan seba-
gian urusan pemerintahan di bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipim-
pin oleh Seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung Jjawab langsung kepada Bupati
Kepala Daerah.

Pasal 4 ............



Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai
tugas pokok :

a.

melaksanakan sebagian urusan rursh tangga -
Daerah di bidang lalu 1. as can angkutan
jalan, serta tugas pembantuan : ang diberikan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propin-
si Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut
pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan pembinaan umum berdasarkan ke-
bijaksanaan yvang ditetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan -
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri
Perhubungan ;

melaksanakan pembinaan operasional sesuai -
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah.

BAB 1V
ORGANIGSASI
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasgal B8 ....cs.05 =m0



Pasal 6

Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pola Maksimal.

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Lalu Lintas ;

d. Seksi Angkutan ;

e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana ;
f. Seksi Pengendalian Operasional ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan -
Angkutan Jalan Pola Maksimal sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah

ini dan merupakan bagian yang tak terpisah-
kan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

Kepala Dinas memimbin pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9 ....ccuc....



(1)

(2)

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas me-
lakukan koordinasi penyusunan program kerja
Dinas, mengelola urusan keuangan, kepega-
waian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan
masyarakat dan surat menyurat dinas, proto-
kol dan penyusunan laporan Dinas.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata
Usaha mempunyai fungsi :

a.

melaksanakan koordinasi penyusunan program -
kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data
serta laporan dinas ;

melaksanakan urusan keuangan ;

. melaksanakan urusan kepegawaian ;

melaksanakan urusan rumah tangga, perlengka-
pan, protokol, hubungan masyarakat dan surat
menyurat dinas.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. urusan ......c...



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

a. Urusan Program ;

b. Urusan Keuangan ;

c¢. Urusan kepegawaian ;
d. Urusan Umum.

Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang
Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tu-
gasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Urusan Program mempunyai tugas mengkoordi-
nasikan penyusunan program kerja Dinas,
pengumpulan dan pengolahan data serta
pembuatan laporan.

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksana-
kan pengelolaan keuangan.

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaku-
kan pengelolaan kepegawaian.

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pe-
ngelolaan urusan rumah tangga, perlengkap-
an, surat menyurat, hubungan masyarakat dan
protokol.

Bagian Keempat
Seksi Lalu Lintas
Pasal 13

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiap-
kan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu
lintas di Jjalan Kabupaten, di Jjalan pro-
pinsi dan Jjalan Nasional yang berada di

Ibukota ..........



Ibukota Kabupaten serta bimbingan kesela-
matan di bidang lalu lintas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Seksi Lalu Lintas dipimpin cole!. seorang -
Kepala Seksi yang dals  nel=isanakan tu-
gasnya berada di bawah dan Y :rtanggung Jja-
wab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Lalu
Lintas mempunyai fungsi :

a. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawa-
san dan pengendalian lalu lintas di Jjalan
Kabupaten, Jalan Propinsi, Jjalan Nasional di
Ibukota Kabupaten ;

b. menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan,
penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu
lalu lintas, marka Jjalan dan alat pemberi
isyarat lalu lintas di Jjalan Kabupaten,
Jalan Propinsi dan Jjalan Nasional di Ibukota
Kabupaten ;

c. menyiapkan bimbingan dan penyuluhan kepada
masyarakat mengenai keselamatan dan penerti-
ban lalu lintas dan angkutan Jjalan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undang-
an yang berlaku.

Pasal 15 ...........



(1)

(2)

(L

(2)

(3)

- 11 -

Pasal 15
Seksi Lalu Lintas terdiri dari :

a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.

Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seo-
rang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksana-—
kan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung jawab kepada Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 18

Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai
tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan,
rengawasan, dan pengendalian lalu lintas
di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan
jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.

Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai
tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan,
pengadaan, penempatan dan pemeliharaan ram-
bu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat
pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabu-
paten, Jjalan Propinsi dan jalan Nasional di
Ibukota Kabupaten.

Sub Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai
tugas menyiapkan bimbingan dan penyuluhan
rada masyarakat mengenai Kkeselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.




(1)

(2)

- 32 -

Bagian Kelima
Seksi Angkutan
Pasal 17

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan -
pembinaan manajemen angkntan cr:=ng, angkut-
an barang, angkutan khu ve g seluruhnya
berada di wilayah Kabupate . berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya ber-
ada di bawah dan bertanggung Jjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 17
Peraturan Daerah ini, Seksi Angkutan mempunyai
fungsi

a.

(1)

menyiapkan pemberian bimbingan, ijin angkut-
an orang, dan pengawasan penyelenggaraan
angkutan orang ;

menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pe -
ngangkutan barang, dan pengawasan pengangku-
tan barang ;

menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pe -
ngangkutan orang dan atau barang tertentu
vang bersifat khusus.

Pasal 19

Seksi Angkutan terdiri dari :

PR e, LA,



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
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a. Sub Seksi Angkutan Orang ;
b. Sub Seksi Angkutan Barang ;
c. Sub Seksi Angkutan Khusus.

Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seo-
rang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksana-
kan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung Jjawab kepada Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 20

Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas -
menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pe-
ngangkutan orang dan pengawasan penyeleng-
garaan pengangkutan orang di dalam Daerah.

Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas -
menyiapkan bimbingan, ijin pengangkutan
barang, dan pengawasan pengangkutan barang
sesual dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas -
menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pe-
ngangkutan orang dan atau barang tertentu
vang bersifat khusus sesuai dengan keten-
tuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana
Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai
tugas menyiapkan bahan pembinaan inventari-
sasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan
ijin pendirian bengkel umum, penunjukan,

pengelolaan ..........
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rengelolaan, pemeliharaan, pengembangan
terminal, halte, tempat penyeberangan, Jjem-—
batan penyeberangan dan perparkiran.

(2) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin
oleh secrang Kepala Seksi vang -2 .am melak-
sanakan tugasnya berada bew=:, dan ber-—
tanggung Jjawab kepada Kepala D nas.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Teknik
Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan bimbingan, perijinan beng-
kel umum serta pengaturan dan pengendalian
susunan alat tambahan pada kendaraan pe-
numpang umum ;

b. menyiarkan bahan penunjukan lokasi terminal
dan halte, pembangunan, pengembangan, penge-
lolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian
ketertiban terminal, halte, tempat parkir
serta Jjembatan penyeberangan.

Pasal 23

(1) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri -
dari

a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
b. Sub Seksi Terminal ;
c. Sub Seksi Perparkiran.

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh se-




(1)

(2)

(3)

(1)
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orang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksa-
nakan tugasnya berada di bawah dan ber-
tanggung Jawab kepada Kepala Seksi Teknik
Sarana dan Prasarana.

Pasal 24

Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempu-
nyai tugas menyiapkan bahan bimbingan,
rerijinan bengkel umum serta pengaturan dan
rengendalian susunan alat tambahan pada
kendaraan penumpang umum.

Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiap-
kan perencanaan, penunjukan lokasi, pemba-
ngunan, pengembangan, pengelolaan, pemeli-
haraan fisik serta pengendalian ketertiban
terminal dan halte.

Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas me-
nyiapkan perencanaan penunjukan lokasi,
pembangunan, pengembangan, pengelolaan,
pemeliharaan fisik tempat parkir dan Jjemba-
tan penyeberangan serta pengendalian ke-
tertiban.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengendalian Operasional
Pasal 25

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai -
tugas menyiapkan pembinaan, pengumpulan,
analisis dan evaluasi dasta di bidang Lalu
Lintas dan Angkutan, menyusun statistik,
pengumpulan dan analisis data kecelakaan,
menyusun data daerah rawan kecelakaan,

menyiapkan ...... .




(2)

menyiapkan program penanggulangan kecela-
kaan lalu lintas serta melakukan peman-
tauan hasil kegiatan penertiban dan ko-
ordinasi lalu lintas dan angkutan.

Seksi Pengendalian Opera=iona’ dipimpin -
oleh seorang Kepala Sek. . _ai~ valam melak-
sanakan tugasnya berada di ~awah dan ber-
tanggung Jjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengenda-
lian Operasional mempunyai fungsi :

a.

(1)

menyiapkan bahan pembinaan dan pengelclaan
data operasional dan data kecelakaan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ;

melaksanakan pemantauan dan analisis kecela-
kaan lalu lintas serta usulan penanggulangan
kecelakaan ;

menyiapkan penilaian program operasional pe-
nertiban lalu lintas dan angkutan serta
rengendaliannya.

Pasal 27

Seksi Pengendalian Operasional terdiri da -
rl =

a. Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Da-
ta ;
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b. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu
Lintas ; :

c. Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan -
Angkutan.

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh se-
orang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksa-
nakan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung jawab kepada Kepala Seksi Pengendalian
Operasional.

Pasal 28

(1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahafi Data -
mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan
dan pengolahan data operasional dan data
kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu -
Lintas mempunyai tugas memantau dan menga-
nalisis data kecelakaan lalu lintas serta
usulan penanggulangannya.

(3) Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angku-
tan mempunyai tugas menyiapkan bahan peni-
laian dan penyusunan program operasional
penertiban lalu lintas dan angkutan serta
rengendaliannya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2@

Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan .......... ;
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Angkutan Jalan dibentuk setelah memenuhi kri-
teria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Ne-
geri.

Bagian Kesembil=n \\
Kelompok Jabatan F -~ _sic -al N
Pasal 30 N\

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sesuai dengan bidang keahlian
masing-masing.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri darf\\i

sejumlah tenaga dalam Jjenjang Jjabatan
fungsional yang dipimpin oleh seorang te-
naga fungsional senior selaku ketua kelom-
rok yvang dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawash dan bertanggung Jjawab kepada Ke-
pala Dinas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi -
atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebua\
tuhan. \

&

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berda-
sarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional di-
laksanakan sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.
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BAB V
TATA XKERJA
Pasal 32

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berda-
sarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 33

Dalam melakukan tugesnya., Kepala Dinas, Kepala
Sub Bagian, Kepala Seksi, Kerala Urusan, Ke-
pala Sub Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi. integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi secara vertikal dan horisontal
baik di dalam Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan maupun dengan instansi lain dalam ling-
kungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
pokok masing-masing.

Pasal 34

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam
lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan bertanggung Jjawab memimpin dan meng-
koordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
prelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib me-
ngikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung Jjawab kepada atasan masing-
masing dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya.

(3) Setiap ...:ees:0.




- 08 =

(3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Sa-
tuan Organisasi dari bawahan wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JAE. 1AN
Pasal 35

Kepala Dinas dan Pejabat-pejabat lainnya di
lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang
berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Jenjang Jjabatan dan kepangkatan serta Susunan
Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan

Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya '
akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB  VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38 .........



(1)

(2)

- o .
Pasal 38

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan -
Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak
tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui-
nya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN

Ketua,
t.t.d t.t.d
H. ZAISAL SIPIET AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 23 Septem-
ber 1996 Nomor : 188.3/ 299,/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II_ Kebumen Tahun 1996 Nomor 10

Seri D N ek 1 25 N b 1996.
eri omor ,W, @gga opember

¥\_ PEMBI NGKAT I ke
HP-R19/046 438
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 1996
TENTANG

EMBENTUKAN ORGANTSASI DAN TATAKERJA DinAS :ALU LINTAS
AN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAi II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa dengan keputu-
san Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 tahun 1990 -
telah diserahkan sebagian urusan Pemerintahan dalam
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
tahun 1893 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 5 Desember 1994 Nomor

. 061/34578, maka guna kelancaran tugas penyelengga-
raan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ma-
syarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dalam
rangka mewujudkan titik berat Otonomi pada Daerah
Tingkat II khususnya yang menyangkut lalu lintas
dan angkutan jalan maka dipandang perlu untuk mem-
bentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seba-
gai Unsur Pelaksana Daerah yang pengaturannya di-
tuangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN .........




1.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
Pasal

Pasal
ayat

1 s/d -
3

4 -

huruf a :

huruf b

a0

8 s/d -

13 -~
(1)

-

Cukup jelas.

Cukup Jjelas.

Yang dimaksud tugas—-tugas lain ada-
lah tugas-tugas selain tugas pokok,
yvang diberikan oleh Bupati Kepala
Daerah.

Cukup jelas.

Tolok ukur penentuan Pola Maksimal
ditentukan oleh Menteri Dalam Nege-
ri.

Organisasi ini merupakan pencermi-
nan dari sebagian urusan yang di-
serahkan oleh Pemerintah kepada
Daerah dalam rangka usaha pengem-
bangan tugas dan fungsi Dinas agar
berdayaguna dan berhasiguna.

Cukup jelas.

- Jalan Kabupaten adalah jalan mi -
lik Kabupaten yang berada di se-
luruh wilayah Kabupaten Kebumen.

- Jalan Propinsi adalah jalan milik
Propinsi yang berada di Ibukota
Kabupaten.




Pasal
ayat

Pasal

Pasal

Pasal
Pasal

Pasal
Pasal

Pasal

13 ~
(2)

17

18 s/d -
19

20

16 s/4 -

- Jalan Nasional adalah jalan milik
Nasiocnal yang berada di Ibukota
Kabupaten.

Yang dimaksud dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku dalam
prasal ini adala} =mis peraturan
vyang terkait dengan rateri yang
diatur dalam pasal dimaksud.

Cukup Jjelas.

Yang dimaksud dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku dalam
pasal ini adalah semua peraturan
vang terkait dengan materi yang
diatur dalam pasal dimaksud.

Cukup Jjelas.

Yang dimaksud dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku dalam
rpasal ini adalah semua peraturan
vang terkait dengan materi yang
diatur dalam pasal dimaksud.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku dalam
Pasal ini adalah semua peraturan
vang terkait dengan materi vang
diatur dalam pasal dimaksud.

Pasal 21 ...........




Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
Pasal

Pasal

Pasal
Pasal

21

30

33

34

38

37
38

s/d -

s/d -

s/d -

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku dalam
pasal ini adalah semua peraturan
vang terkait dengan materi yang
diatur dalam pasal dimaksud.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku dalam
rasal ini adalah semua peraturan
vang terkait dengan materi yang
diatur dalam pasal dimaksud.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku dalam
rasal ini adalah semua peraturan

vang terkait dengan materi yang
diatur dalam pasal dimaksud.

Cukup jelas.

-—-00Boo--




